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ABSTRAK 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang besar dan kontribusinya 

terhadap PDB serta penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih 

menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi 

keuangan, minimnya legalitas usaha, serta rendahnya kemampuan digital. 

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjalankan berbagai program seperti 

pelatihan manajerial, pelatihan digital, serta fasilitas pembiayaan untuk 

meningkatkan kapasitas UMKM, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh 

rendahnya akses teknologi, kemampuan inovasi, dan kesiapan pelaku usaha. 

Penelitian ini menyoroti kondisi UMKM di Tuban serta bentuk pemberdayaan 

yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai 

hambatan, peluang, dan kebutuhan pengembangan UMKM agar mampu tumbuh 

dan berdaya saing. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Tuban 

 

ABSTRACT 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an essential role in 

Indonesia’s economy due to their large numbers and significant contribution to 

GDP and employment. However, MSMEs continue to face challenges such as 

limited capital, low financial literacy, weak business legality, and limited digital 

capability. The Tuban Government has implemented several programs, including 

managerial training, digital skills training, and financing facilities, to support 
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MSME empowerment. Yet, their effectiveness is still influenced by the low 

adoption of technology, limited innovation, and varying readiness of business 

owners. This study highlights the condition of MSMEs in Tuban and the 

empowerment efforts carried out by the local government, aiming to provide an 

overview of the challenges, opportunities, and development needs required for 

MSMEs to grow and become competitive. 

 

Keyword: Empowerment, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), 

Tuban 

 

A. PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting 

dalam struktur perekonomian Indonesia, karena mampu memberikan kontribusi 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap tenaga 

kerja dalam jumlah besar. Di tingkat nasional, UMKM menyumbang lebih dari 

61 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya pelaku usaha berskala kecil, tetapi 

merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam 

menghadapi perubahan ekonomi global. Di Provinsi Jawa Timur, peran UMKM 

juga sangat signifikan, di mana kontribusinya terhadap PDRB mencapai lebih 

dari 57 persen dan jumlah unit usahanya mencapai sekitar sepuluh juta pelaku. 

Kabupaten Tuban sebagai salah satu daerah dengan basis ekonomi sektor 

mikro memiliki jumlah UMKM yang cukup besar, yaitu 52.550 pelaku usaha pada 

tahun 2023. Sebagian besar bergerak pada sektor makanan, minuman, dan 

perdagangan eceran yang memiliki karakteristik usaha kecil berbasis keterampilan 

lokal. Namun, banyaknya jumlah UMKM tersebut tidak serta-merta 

mencerminkan tingginya kapasitas usaha. Sebagian besar pelaku usaha mikro di 

Tuban masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar seperti keterbatasan 

modal, rendahnya literasi keuangan dan manajerial, minimnya inovasi 

produk, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Data menunjukkan 

bahwa hanya sekitar 18 persen pelaku UMKM yang telah memanfaatkan 

platform digital dalam kegiatan usaha mereka. 

Pemerintah Kabupaten Tuban sebenarnya telah melaksanakan berbagai 

program pemberdayaan, mulai dari pelatihan manajerial melalui DAK non-fisik 

PK2UMKM, pelatihan pemasaran digital berbasis CSR, pelatihan kewirausahaan 

pemuda, hingga fasilitasi akses pembiayaan seperti KUR. Namun, efektivitas 

program tersebut perlu dikaji lebih dalam mengingat masih tingginya 

kesenjangan kapasitas antara kebutuhan pelaku usaha mikro dan program 

pemberdayaan yang tersedia. Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi 

penting, karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana 

pemberdayaan UMKM dilaksanakan, dan sejauh mana program tersebut dapat 

menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan usaha mikro. Penelitian ini 

menggunakan teori pemberdayaan Kartasasmita yang memandang pemberdayaan 

sebagai upaya menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling), memperkuat potensi dan kapasitas yang dimiliki 

(empowering), serta memberikan perlindungan kepada kelompok lemah 
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(protecting). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk memahami dinamika 

pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tuban. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengembangan 

Pengembangan merupakan upaya meningkatkan kemampuan individu 

melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Dalam UMKM, 

pengembangan bertujuan meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing 

usaha. 

Pemberdayaan 

Pemberdayaan berasal dari konsep empowerment yang menekankan 

penguatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri. 

Kartasasmita (1996) menjelaskan pemberdayaan sebagai proses enabling, 

empowering, dan protecting. Dalam konteks UMKM, pemberdayaan dilakukan 

melalui pelatihan, peningkatan akses informasi, akses pembiayaan, serta 

pendampingan usaha. 

Kartasasmita (1996) membagi pemberdayaan menjadi tiga aspek: 

1. Enabling: menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya potensi 

pelaku usaha. 

2. Empowering: memperkuat kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, 

dan peningkatan keterampilan. 

3. Protecting: memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang rentan 

terhadap persaingan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif 

untuk memahami implementasi pemberdayaan UMKM secara mendalam melalui 

perspektif pelaku usaha dan pemerintah daerah. Lokasi penelitian berada di 

Kabupaten Tuban dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pelaku 

UMKM yang mengikuti program pelatihan, pegawai Dinas Koperasi, UKM dan 

Perdagangan, serta pihak pendamping program pemberdayaan. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada kegiatan pelatihan dan 

aktivitas UMKM, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, peraturan daerah, 

situs resmi pemerintah, dan sumber pendukung lainnya. 

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana 

yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data 

yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan aspek enabling, 

empowering, dan protecting sesuai teori Kartasasmita. Validitas temuan 

ditingkatkan melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang dengan dokumen 

resmi terkait kebijakan dan program UMKM di Kabupaten Tuban. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Enabling 

Aspek enabling menunjukkan bagaimana pemerintah menciptakan kondisi 

yang memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap pengetahuan, 

informasi, dan fasilitas dasar. Penyediaan akses informasi yang memadai 
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merupakan prasyarat penting dalam pemberdayaan UMKM. 

Ibu Martha selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan 

Kabupaten Tuban, diketahui bahwa pemerintah daerah telah menggunakan 

berbagai kanal untuk menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM. 

"Dalam memberikan informasi kepada Pelaku UMKM, kami memberikan 

melalui media sosial baik itu WhatsApp, Instagram, dan website, melalui 

pendamping UMKM per kecamatan, informasi kepada ketua-ketua 

paguyuban, dan lain-lain. Untuk di wilayah pedesaan, kami lebih 

memprioritaskan pemberian informasi melalui Tim Pendamping 

Kewirausahaan di tiap kecamatan." 

Dari sisi pelaku UMKM menunjukkan realitas yang sedikit berbeda. Ibu 

Raisun, salah satu pelaku UMKM bidang kuliner yang telah mengikuti pelatihan 

manajerial, menyampaikan pengalamannya: 

"Saya biasanya mendapat informasi dari grup WhatsApp paguyuban 

UMKM dan kadang dari teman sesama pelaku usaha. Kalau dari media 

sosial dinas, saya jarang lihat karena tidak tahu akun resminya. 

Informasinya kadang sudah jelas, tapi kadang juga masih bingung tentang 

syarat atau cara daftarnya." (Wawancara dengan Ibu Raisun, 18 Oktober 

2025). 

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah 

menyediakan berbagai kanal informasi, tingkat jangkauan dan kejelasan 

informasi yang sampai kepada pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan. 

Dari perspektif mentor pelatihan, Bapak Imam Sutrisno selaku fasilitator 

pelatihan UMKM menyampaikan observasinya: 

"Dalam proses pendampingan, saya melihat bahwa banyak pelaku UMKM 

yang sebenarnya tertarik mengikuti program pelatihan atau mendapatkan 

bantuan, tapi mereka tidak tahu informasinya. Ada yang baru tahu setelah 

program sudah berjalan atau bahkan sudah selesai. Ini menunjukkan 

bahwa distribusi informasi masih perlu diperbaiki, terutama untuk 

menjangkau pelaku usaha yang tidak aktif di organisasi atau paguyuban." 

(Wawancara dengan Bapak Imam Sutrisno, 17 Oktober 2025) 

Pernyataan para informan di atas menunjukkan bahwa meskipun 

pemerintah daerah telah berupaya menyediakan akses informasi melalui berbagai 

kanal, masih terdapat gap antara ketersediaan informasi dengan aksesibilitas 

informasi bagi seluruh pelaku UMKM. 

Kemudian dalam hal kemudahan dalam mengurus regulasi dan perizinan 

usaha merupakan salah satu faktor enabling yang sangat penting dalam 

mendorong formalisasi dan pengembangan UMKM (Wulandari & Santoso, 

2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martha, pemerintah Kabupaten 

Tuban telah berupaya mempermudah proses perizinan usaha bagi pelaku UMKM: 

"Untuk mempermudah proses perizinan usaha atau pendaftaran NIB bagi 

pelaku UMKM, bidang UMKM menyelenggarakan Fasilitasi Perizinan, 

baik itu menghadirkan peserta maupun mendatangi pelaku usaha oleh Tim 

Pendamping UMKM. Informasi di website merupakan bentuk upaya untuk 

memberikan arahan terkait syarat dan proses perizinan. Sedangkan 

bentuk tindak lanjutnya adalah sosialisasi dan pendampingan langsung." 
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(Wawancara dengan Ibu Martha, 15 Oktober 2025). 

Terkait dengan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses 

digital, Ibu Martha menjelaskan: 

"Pelaku usaha yang kesulitan dalam hal digital, kami telah memberikan 

layanan Klinik UMKM di Mall Pelayanan Publik untuk konsultasi 

langsung." (Wawancara dengan Ibu Martha, 15 Oktober 2025). 

Keberadaan Klinik UMKM di Mall Pelayanan Publik merupakan inovasi 

positif dalam memberikan asistensi kepada pelaku usaha yang membutuhkan 

pendampingan langsung. Namun, efektivitas layanan ini sangat bergantung pada 

aksesibilitas fisik bagi pelaku usaha, terutama mereka yang berada di wilayah 

pedesaan yang jauh dari pusat kota. 

Pada Dukungan lingkungan usaha mencakup berbagai upaya pemerintah 

dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM, 

termasuk penyediaan akses pasar, promosi produk, dan fasilitas fisik pendukung 

usaha. Ibu Martha menjelaskan berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan: 

"Pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan 

UMKM dalam berbagai hal, antara lain dalam perizinan usaha, kemitraan 

usaha, akses pembiayaan, pelatihan, pemasaran, dan lain-lain. Pameran 

dan bazar yang diselenggarakan Dinas Kopumdag adalah sebanyak 2 kali 

dalam setahun, yaitu Festival 100% Tuban dan Pameran Dagang dan 

Pembangunan. Selain itu juga terdapat pameran/bazar yang diikuti dari 

penyelenggara di luar pemerintahan kabupaten Tuban yang biasanya 

diselenggarakan minimal 2 pameran dalam setahun, seperti Pameran 

Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional." (Wawancara dengan Ibu Martha, 

15 Oktober 2025). 

 

 
Gambar 4. 1 Festival 100% Tuban 
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Gambar ini menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan ruang bagi 

UMKM untuk tampil dan mempromosikan produk mereka lewat kegiatan festival 

seperti ini. 

Dari perspektif pelaku UMKM, Ibu Raisun menyampaikan pengalamannya: 

"Saya merasa terbantu dengan adanya pameran yang diadakan oleh 

pemerintah. Saya pernah ikut Festival 100% Tuban dan alhamdulillah 

penjualan cukup baik. Selain dapat omzet, saya juga dapat kenalan baru 

dengan pelaku usaha lain dan bahkan ada yang jadi mitra untuk supply 

bahan baku. Tapi saya berharap pameran bisa lebih sering diadakan, 

soalnya itu kesempatan bagus untuk promosi." (Wawancara dengan Ibu 

Raisun, 18 Oktober 2025). 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan keterampilan UMKM di Kabupaten Tuban telah berjalan dengan baik 

melalui pelatihan teknis, manajerial, dan program edukatif seperti Entrepreneur 

School. Pelatihan-pelatihan tersebut membantu pelaku usaha memahami cara 

mengelola keuangan, mengembangkan produk, serta memperluas wawasan 

kewirausahaan. 

Aspek Empowering 

Aspek empowering dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tuban 

berfokus pada upaya memperkuat kapasitas dan potensi pelaku usaha mikro agar 

mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan 

berkelanjutan 

Peningkatan keterampilan melalui program pelatihan merupakan salah satu 

pilar utama dalam pemberdayaan UMKM. Ibu Martha menjelaskan jenis 

pelatihan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan 

Kabupaten Tuban: 

"Dinas Kopumdag menyelenggarakan program pelatihan Keterampilan 

Teknis untuk pelaku usaha, seperti keterampilan membuat kerajinan 

turunan batik, membuat frozen food, makanan olahan laut, dan lain-lain. 

Kegiatan Pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kreativitas Pelaku 

Usaha dan meningkatkan nilai tambah produk." (Wawancara dengan Ibu 

Martha, 15 Oktober 2025) 

Selain pelatihan keterampilan teknis, pemerintah daerah juga 

menyelenggarakan pelatihan manajerial sebagai bagian dari program DAK Non 

Fisik PK2UMKM. Ibu Martha menjelaskan: 

"Dinas Kopumdag mengupayakan pemerataan dalam setiap sasaran 

kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban dan sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan Pelaku Usaha. Strategi pemerintah dalam 

menumbuhkan kemandirian pelaku UMKM adalah dengan memberikan 

pelatihan berjenjang yang mencakup seluruh kebutuhan Pelaku Usaha 

untuk menjadi Pelaku UMKM yang terstandarisasi, mulai dari dalam 

hal 
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manajerial usaha, pelatihan keterampilan teknis, teknologi informasi, sampai 

dengan sertifikasinya." (Wawancara dengan Ibu Martha, 15 Oktober 2025). 

Pemberdayaan UMKM yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan 

berkelanjutan, bukan sekadar intervensi jangka pendek. Pelatihan berjenjang 

memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan kompetensi secara bertahap 

sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan mereka. 

Perspektif terkait pelatihan dari Ibu Puspita: 

"Saya pernah mengikuti pelatihan manajerial yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Pelatihan tersebut sangat membantu saya memahami 

cara mengelola usaha dengan lebih terarah, terutama dalam hal 

pencatatan keuangan, perencanaan produksi, dan strategi pemasaran 

sederhana. Saya juga mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan 

tersebut. Namun setelah pelatihan selesai, saya masih menghadapi kesulitan 

dalam menerapkan materi yang sudah dipelajari secara konsisten karena 

keterbatasan waktu dan belum adanya pendampingan lanjutan yang 

membantu saya dalam praktik manajerial sehari-hari." (Wawancara 

dengan Ibu Puspita, 18 Oktober 2025). 

Selain pelatihan manajerial dan teknis, pemerintah juga melaksanakan 

program edukatif bertajuk entrepreneur school sebagai bentuk penguatan 

kapasitas kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan PKL. Ibu Martha menjelaskan 

bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran terpadu yang melibatkan 

berbagai lembaga. 

“Entrepreneur School merupakan salah satu bentuk program edukatif yang 

kami adakan bekerja sama dengan UPT Industri Makanan, Minuman, dan 

Kemasan Provinsi Jawa Timur. Kegiatannya mencakup manajemen usaha, 

pengemasan produk, pemasaran digital, inovasi produk, hingga sosialisasi 

sertifikasi halal. Tujuannya agar pelaku usaha dapat mengembangkan 

bisnis secara modern dan berdaya saing” (Wawancara dengan Ibu Martha, 

15 Oktober 2025). 

 
Gambar 4. 2 Program Entrepreneur School 

Gambar tersebut menunjukkan suasana kegiatan Entrepreneur School yang 

diikuti para pelaku UMKM dan PKL. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan materi 

tentang manajemen usaha, pengemasan produk, pemasaran digital, hingga inovasi 
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produk. 

Kemandirian pelaku UMKM merupakan tujuan akhir dari proses 

pemberdayaan, dimana pelaku usaha mampu mengelola dan mengembangkan 

usahanya tanpa ketergantungan terus-menerus pada bantuan pihak luar (Wijaya & 

Santoso, 2024). Ibu Martha menjelaskan strategi pemerintah dalam 

menumbuhkan kemandirian: 

"Strategi pemerintah dalam menumbuhkan kemandirian pelaku UMKM 

adalah dengan memberikan pelatihan berjenjang yang mencakup seluruh 

kebutuhan Pelaku Usaha untuk menjadi Pelaku UMKM yang 

terstandarisasi, mulai dari dalam hal manajerial usaha, pelatihan 

keterampilan teknis, teknologi informasi, sampai dengan sertifikasinya. 

Sehingga setelah menjalani seluruh rangkaian pelatihan, diharapkan 

pelaku usaha dapat mandiri dan mapan. Pelatihan dilaksanakan dalam 4 

kali pelatihan di Tahun 2025." (Wawancara dengan Ibu Martha, 15 Oktober 

2025). 

Pendekatan pelatihan berjenjang ini menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah telah merancang sistem pemberdayaan yang komprehensif dan terstruktur. 

Namun, durasi 4 kali pelatihan dalam setahun perlu dievaluasi apakah cukup 

untuk menghasilkan transformasi signifikan dalam kemandirian pelaku usaha. 

 
Gambar 4. 3 Pelaku UMKM Mengikuti Program Pelatihan Manajerial 

Gambar ini menunjukkan para pelaku UMKM yang sedang ikut pelatihan 

manajerial. Suasananya cukup ramai, dan para peserta terlihat fokus mengikuti 

materi yang diberikan. Foto ini menggambarkan bahwa banyak pelaku UMKM 

yang antusias belajar cara mengelola usaha dengan lebih baik, sesuai dengan 

penjelasan pada bagian wawancara sebelumnya. 

Ibu Raisun menyampaikan penilaian dirinya terkait kemandirian setelah 

mengikuti pelatihan: 

"Setelah mengikuti pelatihan, saya merasa lebih percaya diri dalam 

menjalankan usaha. Saya sudah bisa membuat perencanaan usaha 

sederhana, menghitung harga pokok produksi dengan lebih tepat, dan 

mulai mencoba strategi pemasaran digital meski masih terbatas. Tapi 

kalau ada masalah atau pertanyaan, saya masih sering menghubungi 
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mentor untuk konsultasi. Jadi saya belum sepenuhnya mandiri, tapi sudah 

jauh lebih baik dibanding sebelum ikut pelatihan." (Wawancara dengan Ibu 

Raisun, 18 Oktober 2025). 

Pernyataan Ibu Raisun menggambarkan bahwa kemandirian adalah suatu 

proses bertahap, bukan hasil instan dari satu atau beberapa kali pelatihan. Pelaku 

usaha memerlukan waktu dan pendampingan berkelanjutan untuk benar-benar 

mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan. 

Pembangunan jaringan usaha (business networking) merupakan salah satu 

aspek penting dalam empowering UMKM, karena melalui jaringan yang kuat, 

pelaku usaha dapat mengakses informasi, sumber daya, dan peluang pasar yang 

lebih luas (Setiawan & Lestari, 2024). Ibu Martha menjelaskan upaya pemerintah 

dalam membantu UMKM membangun jaringan: 

"Pemerintah membantu UMKM membangun jaringan usaha dengan mitra 

dengan cara bekerja sama dengan toko modern, perusahaan besar, BUMN 

dan lembaga keuangan. Pameran dan Misi dagang juga dilakukan untuk 

mendorong Pelaku Usaha membuka kemitraan dengan stakeholder. Untuk 

memastikan keberlanjutan kerjasama, Dinas Kopumdag melakukan 

monitoring dan evaluasi kepada Pelaku Usaha." (Wawancara dengan Ibu 

Martha, 15 Oktober 2025). 

Strategi multi-stakeholder dalam pembangunan jaringan usaha ini 

menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat 

bergantung pada intensitas monitoring dan evaluasi yang dilakukan. 

Ibu Raisun menyampaikan pengalamannya dalam membangun jaringan 

usaha:  

"Setelah ikut pameran dan pelatihan, saya mendapat banyak kenalan 

sesama pelaku usaha. Ada yang menjadi teman sharing, ada yang jadi 

mitra supply bahan baku, dan ada juga yang jadi reseller produk saya. Kami 

sering komunikasi lewat grup WhatsApp dan kadang ketemu untuk diskusi. 

Jaringan ini sangat membantu, misalnya kalau saya butuh informasi atau 

bahan baku tertentu, saya tinggal tanya di grup." (Wawancara dengan Ibu 

Raisun, 18 Oktober 2025). 

Pengalaman Ibu Raisun menunjukkan bahwa kegiatan pameran dan 

pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan atau promosi 

produk, tetapi juga sebagai sarana membangun jejaring sosial yang bermanfaat 

bagi pengembangan usaha. 

Ibu Puspita memberikan pandangan yang berbeda: 

"Saya sudah mulai memiliki jaringan usaha, meskipun belum terlalu luas. 

Saya mengenal beberapa pelaku usaha di sekitar saya dan beberapa teman 

dari kegiatan pelatihan dan pameran. Yang menjadi kendala adalah 

keterbatasan waktu untuk memperluas jaringan lebih jauh, karena saya 

masih sibuk mengurus produksi dan keluarga. Meskipun begitu, saya 

menyadari pentingnya membangun koneksi dengan pelaku usaha lain.." 

(Wawancara dengan Ibu Puspita, 18 Oktober 2025). 

Kendala yang disampaikan Ibu Puspita mencerminkan realitas yang 

dihadapi banyak pelaku usaha mikro, terutama perempuan, yang harus 

menyeimbangkan antara tanggung jawab usaha dan domestik. 
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Gambar 4. 4 Jaringan Bisnis Antar Pelaku 

Gambar tersebut menunjukkan para pelaku UMKM yang sedang mengikuti 

pelatihan keterampilan teknis. Gambar tersebut menjelaskan bagaimana pelatihan 

tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membantu peserta 

saling mengenal dan membangun jaringan bisnis yang baru. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

Kabupaten Tuban telah membantu pelaku UMKM membangun jaringan usaha 

melalui kerja sama dengan toko modern, perusahaan besar, BUMN, lembaga 

keuangan, serta melalui kegiatan pameran dan misi dagang. 

Aspek Protecting 

Aspek protecting dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tuban 

mengacu pada upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan pelaku usaha 

mikro agar tidak semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi 

(Nurhasanah & Wibowo, 2023). Aspek ini dianalisis melalui dua indikator utama: 

dukungan pemerintah dan perlindungan sosial. 

Dukungan konkret pemerintah daerah terhadap keberlanjutan usaha mikro 

merupakan wujud nyata dari fungsi protecting dalam pemberdayaan. Ibu Martha 

menjelaskan berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan: 

"Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan usaha mikro 

meliputi: pertama, dukungan regulasi dan kebijakan tentang pemberdayaan 

dan pengembangan UMKM; kedua, dukungan fasilitasi kemudahan 

perizinan; ketiga, fasilitasi kemitraan usaha; keempat, fasilitasi akses 

pembiayaan usaha; kelima, pelatihan berjenjang usaha; keenam, 

pendampingan usaha; ketujuh, fasilitasi akses pasar seperti pameran, 

festival, pasar daerah, dan lain-lain. Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten 

Tuban berhak menerima mekanisme penyaluran dukungan usaha mikro 

tanpa terkecuali sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha." (Wawancara 

dengan Ibu Martha, 15 Oktober 2025). 

Pernyataan Ibu Martha menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

merancang sistem dukungan yang komprehensif mencakup berbagai dimensi 

kebutuhan UMKM. Prinsip inklusivitas dimana seluruh pelaku usaha berhak 

mendapat dukungan merupakan implementasi dari konsep protecting yang tidak 
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diskriminatif. 

Setelah menjelaskan poin-poin tersebut, Ibu Martha menambahkan bahwa: 

“Kalau untuk dukungan regulasi, kami membuat Perda dan aturan teknis 

supaya UMKM lebih mudah berusaha. Untuk perizinan, kami bantu 

pengurusan NIB lewat layanan pendampingan. Kemitraan usaha dilakukan 

dengan mempertemukan UMKM dengan festifal maupun perayaan. Akses 

pembiayaan disediakan lewat dana bergulir dan kerja sama dengan bank. 

Pelatihan berjenjang yang diberikan mulai dari manajemen dasar sampai 

pemasaran digital. Pendampingan usaha juga dilakukan untuk membantu 

kendala teknis pelaku UMKM. Untuk akses pasar, disiapkan seperti 

pameran, festival, dan kegiatan promosi lainnya." (Wawancara dengan Ibu 

Martha, 15 Oktober 2025). 

 
Gambar 4. 5 Undangan Fasilitasi Pembiayaan Melalui Kemitraan Usaha 

Undangan ini menunjukkan informasi resmi dari pemerintah daerah terkait 

kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Melalui Kemitraan Usaha yang ditujukan 

untuk para pelaku usaha, khususnya PKL di Kabupaten Tuban. Undangan seperti 

ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu para pelaku 

UMKM mendapatkan akses pembiayaan dan memperluas jaringan kemitraan. 

Kehadiran undangan resmi juga menandakan bahwa kegiatan ini benar-benar 

difasilitasi pemerintah dan terbuka untuk semua pelaku usaha yang membutuhkan 

bantuan dalam mengembangkan usahanya. 

Ibu Raisun menyampaikan pengalamannya terkait dukungan pemerintah: 
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"Saya pernah menerima bantuan berupa pelatihan gratis dan kesempatan 

ikut pameran tanpa biaya. Bantuan ini sangat membantu karena kalau harus 

bayar sendiri, mungkin saya tidak mampu. Pengaruhnya cukup besar 

terhadap perkembangan usaha saya, terutama dari sisi pengetahuan dan 

perluasan pasar. Saya juga sedang mencoba mengakses KUR setelah 

mendapat informasi dari sosialisasi yang diadakan dinas." (Wawancara 

dengan Ibu Raisun, 18 Oktober 2025). 

Pengalaman Ibu Raisun mengkonfirmasi bahwa dukungan pemerintah, 

meskipun tidak berbentuk bantuan modal langsung, tetap memberikan dampak 

positif terhadap pengembangan usaha. 

Selanjutnya pada Perlindungan sosial bagi UMKM merupakan aspek 

penting dalam memastikan keberlanjutan usaha, terutama ketika menghadapi 

risiko usaha seperti gagal bayar, bencana, atau krisis ekonomi (Setiyawan & 

Handayani, 2023). Ibu Martha menjelaskan upaya pemerintah dalam aspek ini: 

"Salah satu upaya untuk melindungi pelaku UMKM dari risiko usaha 

adalah dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan 

dan Pengembangan UMKM. Selain itu juga terdapat regulasi 

Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. Pemerintah juga menjembatani kemitraan 

Pelaku Usaha dengan Fasilitasi Asuransi seperti BPJS Ketenagakerjaan, 

Kemitraan dengan Lembaga Investasi, dan lain-lain." (Wawancara dengan 

Ibu Martha, 15 Oktober 2025). 

Keberadaan Perda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM 

(Perda Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2020) merupakan landasan hukum yang 

penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM. Regulasi 

mengenai perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern juga 

merupakan bentuk protecting agar UMKM tidak tergerus oleh persaingan yang 

tidak seimbang dengan pelaku usaha besar. 

Namun, dari sisi pelaku UMKM, pemahaman tentang perlindungan sosial 

masih terbatas. Ibu Raisun menyampaikan: 

"Saya tahu ada BPJS Ketenagakerjaan, tapi saya belum mendaftar karena 

tidak tahu caranya dan merasa biaya tambahan untuk iuran akan 

memberatkan. Tentang asuransi usaha, saya tidak tahu ada program 

seperti itu untuk UMKM. Kalau ada sosialisasi yang jelas tentang manfaat 

dan cara mendaftarnya, mungkin saya akan tertarik untuk ikut." 

(Wawancara dengan Ibu Raisun, 18 Oktober 2025). 

Ibu Puspita juga menyatakan ketidaktahuannya: 

"Saya tidak mengetahui adanya program perlindungan sosial atau asuransi 

usaha untuk UMKM. Menurut saya, informasi tentang program ini belum 

cukup disosialisasikan. Saya baru tahu dari pertanyaan peneliti ini bahwa 

ada program seperti itu. Saya berharap ada penjelasan yang lebih detail 

dan mudah dipahami tentang program-program perlindungan sosial yang 

bisa diakses oleh UMKM." (Wawancara dengan Ibu Puspita, 18 Oktober 

2025) 

Ketidaktahuan pelaku UMKM tentang program perlindungan sosial 

menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai aspek ini masih sangat 
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kurang. Padahal, perlindungan sosial sangat penting untuk memberikan jaring 

pengaman (safety net) bagi pelaku usaha mikro yang umumnya sangat rentan 

terhadap guncangan ekonomi. 

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyediakan perlindungan sosial bagi 

UMKM melalui regulasi, penataan pasar, kemitraan dengan lembaga asuransi, 

dan fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan ini bertujuan memberi kepastian 

hukum dan jaring pengaman bagi pelaku usaha dari risiko ekonomi atau 

operasional. Beberapa pelaku UMKM belum memanfaatkan program ini karena 

kurangnya informasi, ketidaktahuan cara pendaftaran, dan persepsi biaya 

tambahan. Tingkat pemahaman tentang perlindungan sosial masih rendah, 

sehingga sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas dan mudah diakses sangat 

diperlukan agar UMKM dapat memperoleh manfaat perlindungan secara optimal. 

Pembahasan 

Enabling 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah 

melakukan berbagai upaya enabling melalui penyediaan akses informasi, 

sosialisasi kebijakan, pendataan lengkap UMKM, serta pemberian ruang bagi 

UMKM untuk mengembangkan usaha melalui program-program pemerintah. 

Program seperti Pendataan Lengkap UMKM (PL-UMKM) menjadi langkah 

penting dalam menyediakan basis data yang akurat untuk perumusan kebijakan. 

Selain itu, adanya Perda No. 11 Tahun 2020 tentang pemberdayaan usaha 

mikro menjadi landasan regulatif yang memperkuat upaya pemberdayaan di 

daerah. Namun demikian, pelaksanaan enabling masih terkendala oleh rendahnya 

akses informasi pada pelaku UMKM di pedesaan dan belum meratanya 

penyebaran program pelatihan. 

Empowering 

Program empowering merupakan aspek yang paling banyak mendapat 

perhatian dalam pemberdayaan UMKM di Tuban. Pemerintah daerah secara aktif 

menyelenggarakan pelatihan manajerial, pelatihan kewirausahaan, digital 

marketing, serta fasilitasi akses pembiayaan usaha melalui KUR. Pelatihan 

manajerial yang dilaksanakan melalui DAK PK2UMKM menjadi salah satu 

bentuk penguatan kapasitas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku 

UMKM. Peserta mengaku mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai 

pengelolaan usaha, perencanaan, pemasaran, serta peningkatan kualitas produk. 

Namun, kendala masih terlihat dari minimnya pelatihan berkelanjutan dan 

kurangnya pendampingan pasca-pelatihan, sehingga banyak pelaku UMKM 

kesulitan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan usaha mereka. Selain 

pelatihan, akses permodalan menjadi komponen penting dalam proses 

empowering. Meskipun Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan penyaluran 

KUR tinggi, tidak semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut 

karena masih rendahnya literasi keuangan dan belum tersedianya pembukuan 

usaha yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas 

manajerial harus diikuti dengan pendampingan intensif agar pelaku usaha mikro 

benar-benar mampu naik kelas. 

Protecting 

Perlindungan terhadap pelaku usaha mikro diwujudkan melalui kebijakan 
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afirmatif seperti fasilitasi legalitas usaha, perlindungan terhadap produk lokal 

melalui P3DN, serta dukungan pemasaran melalui kegiatan promosi daerah. 

Meski demikian, aspek protecting belum sepenuhnya optimal karena sebagian 

besar pelaku usaha mikro masih belum memiliki legalitas usaha seperti NIB atau 

IUMK, yang sebenarnya menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan 

hukum dan akses pembiayaan formal. Minimnya pengetahuan mengenai 

pentingnya legalitas usaha menyebabkan pelaku UMKM rawan menghadapi 

risiko usaha, terutama dalam persaingan dengan produk luar daerah dan tuntutan 

pasar modern. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung utama dalam pemberdayaan UMKM di Tuban adalah 

adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan kebijakan regulatif, potensi pasar 

lokal yang besar, serta antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan. 

Namun, program pemberdayaan masih dihadapkan pada hambatan seperti 

rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal awal, minimnya inovasi 

produk, serta belum terbangunnya sistem pendampingan yang berkelanjutan. 

Hambatan lain adalah tingkat adopsi digital yang masih rendah dan kurangnya 

infrastruktur pendukung terutama di wilayah pedesaan. 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Tuban telah berjalan melalui berbagai program yang 

diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro. Melalui pendekatan enabling, 

empowering, dan protecting, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim 

usaha yang lebih kondusif, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta 

memberikan perlindungan bagi UMKM yang masih berada pada kategori lemah. 

Namun demikian, implementasi pemberdayaan belum berjalan optimal karena 

masih adanya berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keuangan, 

minimnya pelatihan berkelanjutan, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi 

usaha mikro yang belum bankable. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

pemberdayaan yang lebih integratif, berkelanjutan, dan berbasis pendampingan 

langsung agar UMKM di Kabupaten Tuban mampu naik kelas dan berkontribusi 

lebih besar terhadap perekonomian daerah. 
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